
Menimbang 

Mcngingat 

/ \ 
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO ' 
NOMOR 16 TAHUN 1008 

. TENTANG 
IZIN MENDIIUKAN BANGUNAN 

DEI'IGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUP ATI SIDOARJO, . 
\ 

\ 
a. bahwa dalam rangka menata ban~nan dan 1ingkungan ag~ sesuai dengan 

ketentuan teknis ruang kota dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten agar tercipta keamanan, kenyamanan dan keindahan bangunan 
serta lingkungan, per1u pengaturan, pengawasan dan pengendalian da1am 
mendirikan bangunan di Wi1ayah Kabupaten Sidoarjo ; 

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Telmis Ijin Mendirikan Bangunan 
Gedung, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 25 Tahun 2001 
tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, sudah tidak sesuai dengan 
perkcmbangan, sehingga dipandang perlu diadakan penyesuaian dan 
penihjauan kemba1i ; · 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 
b, pcrlu membentuk Peraturan Daerah -.Kabupaten ·Sidoarjo ten tang Izin 
Mcndirikan Bangunan ; .. 

I. . Undar~-1 J:::l~:: ;; ~ : .. _.uv. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timnr Junto Uhdang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya 
dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahtm 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); · . 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran' Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembara Negara Republil< Indonesia No·mor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun l985 Nomor 75, Tambahan Lembara 
Negara Republik Indonesia Nomor 33.17); · 

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman 
(Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan 
Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 3501); 

5. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar lludaya 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 1992 Nomor 23, Tambahan 
Lcmharan Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 3469); '" 

6 . . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran · 
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3488'); 
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7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3'685), sebagaimana 
tclah d~bah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran 
Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Ncgara Republik Indonesia Nomor 4048); 

8. Undang~Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Penge1olaan Lingkungan 
Hidup ( Lembanin Negara. Republik Indon<i;sia Tahun 1997 Nomor 68); 

9. Uhdang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ( Lembaran 
Negara Rep11hlilr y,.,~"nesia Tahun ·l999 Nomor 154, Tambahan .Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3881 ); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 
(Lcmbara Negara Repnblik Indonesia. Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 

11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pemb~ntukan ·Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik • Indon'e$ia Tahun 2004 . 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

12. Undang-Undang -Nom0r 32 ~TMlun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lerhbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Q04 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah · 
beberapa kali diubah terakhir der.gan Undang-Undang Nomo.r 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembanin Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan .Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Ncgara 
Rcpublik lndonesia _Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 132); 

14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. tentang Pen~taan Ruang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan lembaran 
NegaraRepublik Indonesia Nomor 4725); 

15. Peraturan Pemerintah Noinor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran 
Ncgara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lem~aran 
Ncgara Republik Indonesia Nomor 3445); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 · tentang Penyelenggaraan 
Telckomunikasi (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tc.hun 2000 
Nomor 107, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); . 

17. Peraturan Pcmerintah Nom or 66 Tahun 2001 ten tang Retribusi Daerah 
(Lembanin Negara Republik.Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);· 

.18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana 
Undang-Undang Nom or 28 Tahun 2002 tentang · Bangunan Gedung 
(Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 

19. Peraturan Pemerintah Nom or '58 Tahun 2005 ten tang Pengclolaan Kcuangan 
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Repuhlik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 4593); · \ 

21. Pcraturan Pen1erintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang · Irigasi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran 

· , - Negara Republik Indonesia Nomor 4624); · ' 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah - Propinsi dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
T~h· : :1 :oG; ~ .; uu1qr 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4737); · 

23. Peratuan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2007 tentang Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia . 1 ahun 2007 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 

24. Peratuan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Kerjasama Antar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nom or 112, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761 ); 

.. 25. Peraturan Menteri, Calam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang ljin · 
h ·t 

Mendirikan Bangunan dan Ijin Gw.gguan Bagi Perusahaan Industri; 
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis 

· Sempadan Sungai, Daerah Manfa~.t Sungai, Daerah Peng~aan Sungai dan 
Bekas Sungai; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom or 4 Tahun 1997 ten tang Penyidik . . .. ..... . 
Pegawat Negeri Sipil; · . . . 

· 28. Kcputusan Menteri Perhubungan · Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kawasan 
Keselamatan Operasi Penerbangan Disekitar Bandar Udara Juanda 
Surabaya; 

29. Peraturan Menteri Pckerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tel)tang · 
Pedoman T eknis Izin M~ndirikan Bangunan Gedung ; 

30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang 
Pedoman teknis sertifikat Iaik fungsi bangunan gedung ; 

31. Peraturan . Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang 
Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung ; 

32. Peraturan Menteri · Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang 
Pedoman Tcknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 

33. Pcraturan Menteri Informasi dan · Komunikasi Nomor 
02/PER/M.Kominfo/2008 tentang Pedoman Penggunaan Menara 
Telckomunikasi; 

34. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2003 tentang Irigasi 
(Lembaran Daerah Provins~ Jawa Timur Tahun 2003 Nomor 2 Seri E). 

35. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2005 tentang 
Pengel)dalian Pemakaian Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2005 Nomor l Seri C); "' · 

36. Peraturan Daerah Kabupaten s ·idoarjo Nomor 16 Tahun 2003 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo; 

: 37. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2004 tentang Irigasi 
~ ·- (Lcmbaran Daerah Kabupa~en Sid0arjo Tahun 2004 Nomor 3 Seri C) . 

.. ;~~ 

'I 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEW AN PER W AKILAN RAKY AT DAERAH KABUPATEN SIDqARJO 

;I · · dan ' 
BUJ> A TI SIDOARJO 

. ' 
MEMUTUSKAN : 

J>ERATURAN DAERAI-1 KABUPATEN SIOOARJO TENTANG IZIN 
MENDIRIKAN .BANGUNAN 
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.i: BABI 
KETENTUAN UMUM ~ n '~-\~~~ .· . ··: 

, .. 
' . Pasall 

Dalam' Peraturan Oaerah ini, yang dimaksud dengan : 
' 1. D~err.h adalah·Kabupaten Sidoarjo . . · · 
' 2. ' Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabu1Jaten Sidoarjo. 

. .. , 
, ; . ... :-,·· 

3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo. · . . 

t<; .. : . 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah satuan kerja yang menangani ijin mendirikan bangunan. 
5. Instansi teknis pembina penyelenggaraan gedung Dit1as Pekerjaan Umum Cipta Karya dan 

Permukiman Kabupaten Sidoarjo. 
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adadalah Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupatcn Sidoarjo. 
7. Retribusi Daerah yang sclanjutnya disebut rctribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran 

atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberi oleh Pemerintah 
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum. · \ · 

8. Badan adalah sekum}mlan ·orang dan a tau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan 
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang .meliputi perseroan terbatas, perseroan 

· komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau. daerah dengan nama dan dalam 
· bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi. yang sejenis, lembaga, bentuk usaha 

~ tetap dan bentuk badan lainnya. 
9. Retribusi Perijinan Tert.cntu adalah 1·etribusi atas · kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalarri 

rangka pemberian ijin kcpada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan, 
pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pemanfaatan ruang penggun::1an sumber 
daya alf.l.m, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum 
dan menjaga kelestarian lingkungan. . · · · · · 

10. Pemegang Ijin adalah pribadi atau badan yang telah diijinkan untuk melaksanakan pembangunan 
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. 

11. Ijin Mendirikan. Bangumin yang selanjutnya · disingkat dengan IMB adalah perijinan yang 
diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada pemilik bangunan untuk mernbangun baru, 

. · mcruhah, mcmPcrluas, mcngurangi dan /atau merawat bangunan · sesuai · deriga;1 persyaratan 
administratif daU:',teknis yang be'rlaku. 

·12. Dangunan , adal~h wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat 
kedudukannya, s~bagi~m a tau seluruhnya berada di atas dan! atau di dalam tanah dan/atau air yang 
berf~ngsi' scb.ag~i tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, 
kegiatan kea~n1¥n, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus. 

13. Dinding P.~mba,tasadalah dinding yang menjadi pembatas antar bangunan. 
14. Dinding· luar adalah· suatu dinding bangunan terluar yan·g bukan merupakan dinding pembatas. 
15. P~gar adalah suatu bangunan pemisah yang dikonstruksikan untuk membatasi ReJ:sil. 
16. Teras adalah bagian lantai bangunan, .bersifat tambahan yang tidak dibatasi oieh dinding-dinding 

. sebagaimana ruang tertutup. · · 
17. Menara Telekomunikasi adalah . bangunan yang berfJngsi sebagai · penunjang jaringan 

telekomnikasi yang desain · dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan 
·telekomunikasi, meliputi kerangka inenara, shelter dan bangunan penunjang lainnya 

18. Bentuk Menara Telekomimikas,iadalah wujud fisik bangur~an menara telekomunikasi. 
19. Desain Menara Telekomunikasi adalah rancangan dari :wujud menara telekomunikasi yang 

dirancang dengan memperhitungkan fungsi dan beban menara. . 
20. Cell Planing adalah Dokumen teknis yang mengatur sebaran titik lokasi Menara Telekomunikasi 

)nng ada diwilayah .Kabupaten Sidomjo. 
21. Tinggi Bangunan adalah jarak antara garis potong mendatar/horizontal permukaan atap dengan 

nmka bangunan bagian luar dan permukaan lantai denah bawah. 
22. Pcnycbutanjumlah lantai bangui1m1 adalah menunjukkanjl.!mlah lantai bangunar1. 
23. lndeks terintegrasi atau tcrpadu adalah bilangan hasil kolerasi matematis dari indeks parameter­

parameter fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan gedung, sebagai faktor pengali terhadap 
harga satuan retribusi untuk menghitung besaran retribusi. ' 
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-24. Pertimbangan teknis adalah pertimbangan jari tim ahli bangunan gedurig. yang disusun secara 
tertulis dan profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan · teknis bangunan gedung baik 
dalam proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran bangunan gedung ; 

25. Garis Sempadan Teritis yang .selanjutnya disingkat GST, adalah jarak bebas minimum dari 
bidang-bidang terluar suatu masa bangunaa, Yang tidak boleh dilampaui oleh bangunan atau _ 
sejenisnya dan ditetapkan oleh yang berwenang, terhadap. 
a. Daerah Milik Jalan (DAMIJA); . 
b. Batas lahan yang dikuasai; 
c. Batas tepi sungai/dan saluran irigasi; 
d. Antar massa bangunan lainnya; 
e. Rencana saluran, jaringan listrik tegangan tinggi, jaringan pipa gas dan sebagainya; 

26. Garis Sempadan Pagar (GSP), adalah garis bagian luar dari pagar persil atau pagar pekarangan 
yang tidak boleh dilampaui oleh pagar atau tangga dan ditetapkan oleh yang berwenang. 

27. Garis Sempadan Tertutup adalah garis yang ada pendirian bangunan kearah jalan yang berbatasan 
di atas permukaan tanah tidak boleh dilampaui kecuali mengenai pagar-pagar pekarangan (GSP 
dan GST sama dengan nol/berimpit). 

28. Mendirikan Bangunan adalah suatu perbuatan untuk mendirikan, memperbaiki, memperh.las, 
\ 

• merubah atau merobohkan sesuatu bangunan. . 
29. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/<Mu menambah bangunan yang sudah ada, 

termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian 
bangunan tersebut. 

, 30. Merobohkan · bangunan adalah pekerjaan meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan 
ditinjau dari segi fungsi hangunan dan atau konstruksi. 

31. Ret~ibusi 1MB ~~alah pungutan Pemerintah daerah sebagai pembayaran atas dikeluarkannya Ijin 
Mendirik~ Bangunan. · 

32. Retribusi 'pengcridalian pcnyelenggaraan bangunan adalah dana yang dipungut oleh pemerintah, 
atas pelayanan ~ang diberikan dalam rangka pembinaan melalui penerbitan ljin mendirikan 
Bangunan untuk biaya pengendalian penyelenggai'aan bangunan yang meliputi pengecekan, 
pengurukcin lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan proses penerbitan ljin Mendirikan 
Bangunan. ' -

· 33. Retribusi administrasi ijin mendirikan bangunan adalah dana yang dipungut oleh pemerintah atas 
· pelayanan yang diberikan untuk biaya proses administrasi yang meliputi pemccahan ·dokumcn ijin 

mendirikan bangunan, pcmbuatan duplikntlcopy, pemutakhiran data atas permohonan pemilik 
hangunan, dan/atau perubahan non teknis lainnya. · \ . 

34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang 
,. menentukan bcsamyajumlah retribusi yang terutang. 
35. Surat Setoran Retribusi Daerah yang sclanjutnya disingkat SSRD, adalah . st ~ rat yang digunakan 

oleh Wajib Retribusi untuk melak\}kan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke 
Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan Bupati. 

36. Surat Tagihan Retribusi Daerah yan~ selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan 
tagihan retribusi. 

37, Prasarana utilitas adalah prasarana penunjang bangunan gedung. 
38. Daerah Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan, · 

)'ang mernpunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian -fungsi sungai. 
39. Daerah Seinpttdan lrigasi adalah kawasan sepanjang kiri kanan saluran irrigais utama yang 

mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi jeringan irigasi. 
40. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) ada!ah tanah dan atau perairan dan ruang 

udara disekitar Bandara Udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam 
rangka menjamin keselamatan . 

. (;~I 
r ~ .: •' . ·it=~ 
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BAB II 
KETENTUAN BANGUNAN 

Bagian Kesatu 
Lokasi dan Intensitas Bangunan 

Pasal2 

(1) Setiap pendirian bangunan harus sesuai dengan peruntukan lokasi dan intensitas bangu11an yang 
diatur dalam ketentuan tata ruang dan tata bangunan yang berlaku. 

(2) Ketentuan tentang peruntukan lokasi meliputi : 
a. Rencana struktur ruang wilayah,; 
b. Rencana pohi ruang wilayah. 

£3) 'Ketentuan tentang iritensitas bangunan meliputi : 
a, kepadatan bangunan : 
b. ' ketinggian b~gunim ; 
c. gari~ sempadan bangunan. 

(4) 'Ketentuan perqntukan lokasi dan intensitas bangunan sebagaimana dimaksud'fada ayat (1) 
· . ditetapkan~ dalam' bentuk Renc.ana Tapak (Site Plan). . . · 

'. 

Bagian Kedua 
Bentuk Bangunan 

Pasal 3 

(1) Bertuk bangunan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu: 
a. Bangunan gedung ; 
b. Bangunan non gedung. · · 

(2) Bangunan gedung antara lain bangunan rumah tinggal , bangunan kantor, ruko, ~ukan , industri dan 
bang-:.man scjcnis lainnya. · 

(3) Bangunan non gedung antara lain menara telekomunikasi, menara listrik dan bangunan utilitas 
lainnya, b.angunan reklame. shelter dan bangunan sejenis lainr.ya. · ' 

Bagian Ketiga 
Fungsi dan Klasifik~si Bangunan Gedung dan Non Gedung· 

Pasal4 

langunan gedung ~~bagaimana dimaksud pada pasai 3 ayat (1) huruf a adalah bangunan yang 
~ti'ungsi sebagai tempat manusia m~lakukan kegiatannya. 

Pasal 5 

) Fungsi bangunan g{dung h~m1s memenuhi ketentuan peruntukan yang ditetapkan : 
a. dalam .RTRW meliputi kawasan pcmtikiman, perkantoran, pedesaan, pesisir, strategis, industri , 

pertanian~ perikanan, perdagangan dan jasa, pertahanan dan keamaman, fasum dan fasos dan 
wisata ·; . . ! 

b. dalam .. ~f?TRKi .meliputi perkantoran, perdagangan dan jasa, peribadatan, pendidikan, 
, kesehatan, olahraga, industri, pcrumahan dan pertanian. 

Fungsi ~an~un~n ge~un& mcliputi fungsi : ~ 
a. Human : · 

' . ' .. 
meliputi rumah · .tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun dan rumah tinggal 
semen tara; 

b. Keagamaan : 
meliputi ~asjid, gereja, pura, wi~ara dan kelenteng; 
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c. -Usaha: 
: · l'neliputi perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelfin, . wisata dan rekreasi, terminal 

' , . ''dan ·penyimpanan ; 
d. Sosial dan Budaya : 

·mel.iputi pendidikan. kebudayaan, pclayanan kesehatan, laboratorium dan pelayanan u~un1 ; 
e; Khusus. 

(3) Satu pangunar\ ;gedung dapat memiiiki lebih dari ·satu fungsi. 
' t .• 1·· 

Pasal6 

Fungsi bangunan gedung sebagaimana din1aksud pasal 5 diklasifikasikan berdasarkan tingkat :· 
a. kompleksitas : · 

meliputi bangunan sedcrhana, bangunan tidak sederhana, bangunan khusus; 
b. permanensi : . 

meliputi bangunan permanen, bangunan semi permanen,'bangunan darurat atau sementara; 
c. resiko kebakaran : \ 

meliputi resiko tinggi, rcsiko sedang, resiko rendah ; \ 

ct wnasi gempalzonasi geologi lingkungan : ~ -.. 
meliputi zona leluasa, kurang leluasa, tidak leluasa, tidak layak ; 

e. lokasi: 
meliputi lokasi padat, lokasi sedang, lokasi renggang ; 

f. ketinggian : 
meliputi bcrtingkat tinggi, bertingkat sedai1g, bertingkat rendah ; 

g. kepemilikan : 
' ' 

meliputi milik negara, milik badan usaha, milik perorangan. 

Pasal 7 

Bangunan non gedung sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat ( 1) huruf b adalah bangunan yang 
berfungsi sebagai penunjang kegiatan manusia. 

Pasal8 

Fungsi bangu,nan nbn gedung · sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diklasifikasikan berdasarkan 
tingkat : · ' -
a. kompleksi~as ': 

1i1elip~ti bangun~n sederhana, bangunan tidak sederhana, bangunan khusus; 
b.. permanensi : 

. meliputi bangumm permanen, bangwlan semi permanen, bangunan darurat atau sementara; 
c. res'iko kebakaran : 

mdiputi resiko tinggi, resiko sedang, resiko rendah; 
d. zonasi gempit/ zonasi geologi lingkungan : 

meliputi zona leluasa, kunmg lcluasa, tidak leluasa, tldak layak ; 
e. lokasi: 

meliputi lokasi padat, lokasi sedang, lokasi renggang ; 
f. ketinggian : . 

meliputi bangunan tinggi . .bangunan sedang, oangunan rendah ; 
g. kepemilikan : 

meliputi milik negara, milik_bad!'n ns::thn . milil<. perorangan. .,, 

Pasal 9 

Zonasi gempa/ zonasi geologi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dan Pasal 8 
huruf d tertuang dalam peta yang mcrupakan lampiran dan bagian tak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. · 
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Bagian keempat 
Konstm~si/S tmktur Bangunan 

Pasal10 

' . ,· 

(I) Setiap pend irian bangunan wajib mempertimbangkan aspek kontruksi bangunan yang meliputi 
pondasi, kolom, lantai, balok, atap dan prasamna utilitas lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. 

(2) Ketentuan konttuksi dengan Jl1Crnpertimbangkan kemampuan memikul beban yang mungkin 
bekerja selama umur layanah stmktur, baik beban muatan tetap maupun beban muatan sementara 
yang timbul akibat gempa dan angin dilakukan perhitungan konstruksi oleh pihak-pihak yang 
berkompeten dalam bidang konstmksi berdasarkan konstruksi bangunan dan struktur tanah 
setcmpat. 

(3) Kctentuan lebih Ian jut mengenai konstmksi bangunan mengikuti pcdoman dan standat; tcknis yang 
berlaku. · 

Bagian Kelima 
Sempadan 

' . .... 
Pasal 11 

.. ·.-.. ·\ '\, 

( 1) Setiap pendirian bangunan hams mempertimbangkan intensitas bangunan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (3) yang diwujudkan dalam bentuk garis sempadan bangunan. 

(2) Garis sempadan bal)gunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan terhadap fungsi 
jalan raya, jalan rei danlatau -sungai, saluran irigasi. 

(3) Ketentuan scmpadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertuang dalam lampiran Peraturan 
Daerah ini. · 

Bagian Keenam 
Menani Telekomunikasi 

Pasal 12 

( 1) Setiap pembangunan Menara Telekomunikasi yang mempakan bagian dari bangunan non gedung 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) hams memperhatikan bentuk dan desain menara 
telekomunikasi. . 

(2) Bent.uk Mcnara Telekomunikasi diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu : 
a. '' Menara Tunggal (Monopole) 
b . . MenaraRangka 

(3) Desain Menara Telekomunikasi:diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu: 
a. Menara Kamufl_ase 
b. Menara Non Kamuflase 

( 4) Bentuk dan desain Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) · dan (3) 
didasarkan pada masterplan m<>:~:-.rr. ~~ : .:,:~vu:. ... nikasi. 

(5) Pendirian Bangunan Tclckomunikasi dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun pihak 
swasta. 

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan desc.in Menara Telekomunikasi diatur dalam Peraturan 
Bupati. · · 

Pasal 13 

(I) Persebaran Menara Telekomunikasi dibagi da1am wilayah dengan memperhatikan pot~nsi ruang 
kota yang tersedia serta kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dengan inempertimbangkan 
kaidah penataan mang. tata bangunan, esietika dan kr-:amanan lingkungan serta kebutuhan 
telekomunikasi pada umumnya termasuk kebutuhan luasan .area menara telekornunikasi. 



/ . 
/ 

/ ' • 9 

(2) Wilayah perscbaran mcnara telckomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi menjadi 
5 (lima) Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) yaitu_: 
a. SSWP I; 
b. SSWP II; 
c. SSWP Ill; 
d. SSWP IV; 
e. SSWP V. 

(3) Pembagian Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SS WP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
c!engan mempertimbangkan pembagian sistem perkotaan dan sistem perdesa\1n. 

(4) Pembagian Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tertuang dalam peta yang merupakan lampiran yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

' ' 

Pasal 14 

(I) Pendirian bangunan Menara Telekomunikasi harus diuji u1ang kekuatan strukturnya mii1imal 
setiap 3 (tiga) tahun sejak Menara Telekomunikasi berdiri. \ 

(2) Pemanfaatan bangunan Menara Telekomtinikasi minim&! 3 (tiga) provider. ' 
(3) Pembangunan Menara Telekomunikasi harus berjaFalt minimal 2/3 (dua per tiga) dari ketinggian 

Menara Te1ekomunikasi dan atau jarak aman yang diperhitungkan apabila terjadi ,roboh/runtuh 
dari pemukirnan terdekat. 

(4) Pemilik bangunan Menara Telekomunikasi harus mengasuransikan bartgunannya dan masyarakat 
terhadap segala resiko akibat terjadinya kecelakaan bangunan Menara Te1ekomunikasi. 

BAB III 
KETENTUAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN 

Pasal 15 

(I) Setiap pela_ksanaan pendirian bangunan baru, merubah, memperluas, mengurangi dan/atau 
merawat bangunan scsuai dengan persyaratan administratif dan .teknis yang . berlaku harus 
mendapat ijin terlebih dahulu dari Bupali. 

(2) Ketentuan dan tata cara ijirt dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih hmjut dengan Peraturan Bupati. 
(3) Ijin Mendirikan Bangunan berlaku selama baugunan tersebut tidak mengalami perubahan fisik dan 

atau fungsi bangunan . 

~asal16 

Dalam mencrbitkan izin menqirikan bangunan yang . memanfaatkan Daerah Milik Jalan 
Nasional/Propinsi harus mendapatkan rekomendrsi Gubernur Jawa Timur. 

BABIV 
RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN 

Bagilln Kesatu 
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi 

Pasal 17 

(I) Atas pcmberian ijin Mendirikan Banguna~t dipungut Retribusi dengan nama Retribusi ljin 
Mcndirikan B~gunan. 

(2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pemberian ljin Mendirikan 
Bangunan .. 

(3) Subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ac!alah orang atau badan yang mempcroleh 
ljin Mendirikan Bangunan. • · 
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Bagian Kedua 

Golongan Retribusi 

Pasal 18 

~.JtW . .-. •. --- :tam-.... ~===~ 

Rctribusi Ijin Mcndirikan Bangunan terrnasuk golongan Retribusi Perijinan Tertentu 
I. 

. Bagian Ketiga . 
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 

!> . ' 

Pasal19 

(I) Tingkat pe11ggumian jasa Retribusi ljin Mendirikan Bangunan, diukur berdasarkan ruJ11us yang 
didusarkan luas hmtai bangunan, kctinggian bangunan, fungsi jalan, klasifikasi fungsi bangunan . . 

(2) Tingkat penggunaan jasa Rctribusi ljin Mendi_rikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan berdasarkan indeks dan skala indeks yang tertuang dalam lam pi ran peraturan 
daerah ini. \ 

' . 
Bagian Keempat 

Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif retribusi 

Pasal20 

Prinsip dalam pen eta pan· struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk menutup 
sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian ijin. 

Bagian Kelima 
Stmktur dan Besarnya Tarif Retribusi 

Pasal21 

Struktur tarif retribusi yang diperlukan dalam pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal -17 
meliputi : 
a. Retribusi pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung ; 
b. Retribusi administrasi 1MB ; 
c. Retribusi Penyediaan Formulir Perrnohonan 1MB. 

Pasal 22 

(l) Besarnya tarif retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (1MB) didasarkan ,pada perhitungan dengan 
rum us: ' 
a. Rctribusi pembinaan, pengawasan dan pengcndalian penyelenggaraan bangunan gedung 

R = LX It X I X HB 

Dimana: 
R Retribusi 1MB 

· L Luas Lantai Bangunan (m2 ) 

It lndeks Terintegrasi 
I . lndeks Kegiatan Bangunan 

1,00 = untuk bangunan baru 
0,65 = unt4k bang. Renov. dg tingkat kerusakan berat 
0,45 = untuk bang. Renov. dg tingkat kerusakan sedang 

HB : Harga bangunan sesuai dengan fungsi Jalan 

b. Retribusi pembinaan, ·pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Bangunan Non Gedung 
R = v X lp X I X HB 

Dimana: 
R Retribusi 1MB 
V : Volume/R~~rtr~n frl!'lbrn .. ., .. ,.,. .. ·~~3 _2 

. ' 
•••• ~ .. 11 -. 1 ' 
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Jndcks Kegiatan Bangunan 
1 ,00 = untuk bangunan barn 
0,65 = untuk bang. Renov. dg tingkat kerusakan berat 
0,45 = untuk bang. Renov. dg tingkat kerusakan ~edang 

HB : Harga Bangunan sesuai dengan fungsi Jalan 

c. Retribusi Balik Nama 1MB 
Rctribusi batik nama= 10% x R 

Dimana: 
R : Retribusi 1MB sesuai gam bar IMB batik nama. 

(2) Daftar Indeks dan Daftar Harga Bangunan sesuai dengan fungsi jalan seperti yang dimaksud pada 
ayat ( 1) tertuang dalam lampiran Peraturan Daerah ini. 

Bagian Keenam 
Wilayah Pemungutan 

Pasal23 
~ .,.. 

Retribusi ljinMendirikan Bangunan (1MB) dipungut di Wilayah Kabupaten Sidoarjo 

Bagian Ketujuh 
Tata Cara Pemungutan 

·· Pasal24 

( 1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau 
dokumen lain yang disamakan. 

(2) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas 
Daerah dfln atau melalui BKP pada Satuan Perangkat Kerja Daerah yang men_geluarkan , Iji_n 
Mendirikan .Bangunan. 

'I 

Bagian Kedelapan 
Sanksi Administrasi 

Pasal25 

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar; .dikenak(ln sanksi 
administrasi berupa bunga scbesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang 
atau kurang bayar ditagih dcng~n mcnggunakan Surat Tagihan Retribusi Daetah; 

Pasal26 

(1) Pemilik yang melanggar ketentuan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi 
administrasi berupa : 
a. peringatan tertulis ; 
b. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan dan pemanfaatan fungsi 

bangunan; 
c. pembckuan ijin mendirikan bangunan ; 
d. pencabutan ijin mendirikan bangunan; 
e. perintah pcmbongkaran bangunan. 

(2) Prosedur I tata cara pengcnaan sanksi administratif diatur lebih Jan jut dengan Peraturan Bupati. 
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I3agian Kesemhilan 
Tata Cara Pemhayaran dan Penagihan 

Pasal27 

(l) Retrihusi ljin Mendirikan hangunan (1MB) yang disampaikan kepada wajih retrihusi didasarkan 
patla SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pemhe.tulan, Surat Keputusan 
Keberatan. ' . 

(2) Ketetapan Retrihusi yang disampaikan kepada wajih retrihusi sehagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) dapat dihayarkan atau ditagihkan atau diheritahukan dalam waktu yang djtentukan oleh Satuan 
Kerja Perangkat Daerah. . 

(3) Wajib . retrihusi ljin Mcndirikan Bangunan (IMB) hila tidak mengajukan keheratan terhadap 
ketetapan retrihusi dapat melakukan pembayaran rctrihusi di tempat yang ditentukan pada Kas 
Umum Daerah. 

(4) \vajib retrihusi 'Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat ditagih dengan surat paksa hila wajih 
\ 

retrihusi ljin Mendirikan Bangunan (H.1B) tidak mengindahkan surat-surat penagi¥n ijin tersehut. 

~- '· Bagian Kesep~l~ 
· !3c:·! .::! :~:~~i.:< '!"'..etrihusi Terutang 

Pasal28 

' Retribusi terutang saat dilakukan atau dilaksanakan pelayanan atau pada saat diterbitkan SKRD dan 
at~lU Jokumen lain yang di pcrsamakan. 

Bagian Kesehelas 
Pengurangan, Keringanan dan Pemhehasan Retrihusi 

Pasal 29 

(1) Bupati herdasarkan permohonan wajih retribusi dapat mjmherikan pengurangan, keringanan dan 
. pemhebasan retrihusi. · · . 

(2) Pcngurangan, keringanan dan .. pembebasan retrihusi sehagaimana dimaksud pada ayat (1). 
· dihcrikan dengan mempcrhatikan kemampuan wajih retrihusi. . · 
ill Wajih Retrihusi yang dapat diberikan pengurangan retrihusi sehagaimana dimaksud pada ayat (2) 

adalah Rumah Sakit dan hangunan yang hersifat sosial, rumah dengan luasan hangunan dihawah 
60 meter. 

( 4) Wajih Rctrihusi yang dapat diherikan pembebasan Retribusi yar.g dimaksud pada ayat (2) adalah 
Panti Jompo, Panti Asuhan,.Masjid/tempat Ihadah dan sekolah yang hersifat sosial. 

. Bagian Keduabelas 
Kadaluwarsa 

Pasa1 30 

( 1) Penagihan retrihusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak 
. saat terhutangnya retrihusi. 
(2) Kadaluwarsa penagihan rctrihusi sehagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tertangguh apahila : 

a. Diterbitkan surat teguran ; atau 
b. Ada pengakuan utang retrihusi dari W(~ih rctribusi baik langsung maupun tidak langsung 

Bagian Ke(igahelas 
•Tata .cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluwarsa 

Pasal 31 

( l) Piu'tang retrlbus'i yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah 
kada\u\\farsa dapat dihapus. · · · · 

:2) Bupati menctapkan keputusan penghapusan piutang · retribusi yang sudah kadaluwarsa 
sehagaimana dimaksud nrtill'l ~v~t II' · 
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BABV 
PENGA WASAN DAN PENGENDALIAN BANGUNAN 

Pasal32 

( 1) Dalam upaya ,, penertiban , pendirian bangunan perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian 
. bangunan. l. 1 . 

(2) Pengawasan dan pengendalian bangunan sebagaimfU1a dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap · 
pendir'ian bangunan yang belum dilengkapi ijin dan/atau pendirian bangunan yang tidak ses:.~ai 

' dengan ijin yang telah diterbitkan. 
(3) ' Apab.Ha suatu,,bangunan tidak dilengkapi fjin . Mendirikan Bangunan (1MB) pihak pemilik 

. b~ng\lnat) .h~s: tetap mcngajukan ijin dan dikenakan sanksi retribusi sesuai peraturan perundang­

. un4~rigarr ya~g' herlaku. . ' . . 
(4) Pe"gajuan, ijin· sebagaim::~~::~ ~;~~'::·.~~ ;:-,z.r ay'at (3) dilaksanakan selambat-'lambatnya 1 bulan 

setelah peringatan·. 
(5) Apabila pengajuan IJin sebagaimana dimaksud pada ayat {4) tidak dilaksanakan; terhadap 

bangunan dilakukan pcnyegelan dan selanjutPya dilakukan pembongkaian. \ . 
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan penge~dalian diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal33 • "" 

(1) Bangunan yang tidak sesuai dengan 1MB, maka 1MB . dinyatakan tidak berlaku dan pemilik 
bangunan harus mengajukan 1MB baru. 

(2) Fisik bangunan sebagaimaila dimaksud pada ayat (1), apabila melanggar ketentuan garis sempadan 
harus segera dibongkar. 

Pasal 34 

(1) Penyelesaian sengketa ijin mendirikan bangunan pada tahap awal di'upayakan berdasarkan prinsip 
musyawarah untuk mufakat. · 

(2) Jika pcnyelesaian sengketa sebagimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, maka 
para pihak dapat mencmpuh upaya penyelesaian sengkcta melalui proses litigasi maupun non 
litigasi sesuai ketentuan yang berlaku. 

BABVI 
PENYiDIKAN 

Pasal 35 

( 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang 
khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ; 

.(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat{1) adalah: · 
a. Mencrima, mencari, mcngumpulkan dan rneneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan 

tindak pidana dibidang Retribusi Dacriih; 
' b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang 

. kebenaran perbuatan yang difakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; 
· c. Mcncrim~ kcterangan dan bahaJl bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran 

. ~rb~atan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; 
d. M~rpcriksa buk~:.buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak 

pidana dibidang Retribusi Daerah; 
c. Melakukan pcnggledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen­

'dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 
f. Meminta bantuan tennga ahli dalam rangka pelaksanmin tugas penyidikan tindak pidana 

Retribusi DaerRh; 
g. Menyuruh berheriti/ melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat ·pada saat 

pcmeriksaan sedang bcrlangsung dan memedksa . identitas orang dan a tau dokumen yang 
dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; 

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; 
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 
j. Mcnghcntikan penyidikan; \ 
k. Melakukan tindakan lain yang oerlu untnk h~l~n,.~r<>n ........ n--~--·- ~! .• -' - ' · 
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' (3) ' Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . memberitahukan dimulafnya penyidikim dan 
penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuinut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur 
dalam Hukum Acara Pidana. . · / 

BAB VII 
KETENTUAN PIDANA . 

Pasa136 

(I) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah ini dian cam pi dana kurungan selama­
lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah). 

(2) TinMak pi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. · 
(3) Kegiatan pelak~anaan pendirian bangunan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan sarana 

prasarana lainnya serta mengakibatkan bahaya pada seseorang diancam sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. . . 

(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kejahatan. 

BAB VIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 38 

··\ 

Dengan berlakunya Paraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 25 
Tahun 200.1 tentang Retribusi Ijin Mendirikari Bangunan dicabut dfm di~yatakan tidak berlaku. 

Pasal 39 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur 
lebih la~jut dengan Peraturan Bupati. 

Pasal40 

Peraturan Daerah ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 
:\gar sctinp orang dapat mci1gctahui, mcmerintahkan pcngundangan Peraturan Dacrah ini dcngan 
pcncmpatannya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Sidoarjo. 

Ditetapkan di Sidoarjo 
pada tanggal 4 September 2008 

· BUPATI SIDOARJO 

ttd 

1-1. WIN HENDR.ARSO 

. \ 



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOAR.JO 
• ~ t.';t't· 

NOM OR 16 T AHUN 2008 

T ANGGAL 4 SEPTEMBER 2008 

DAFT AR HARGA BANGUNAN SESUAI FUNGSI JALAN 

RETRIBUSI 
NO JENIS BANG lJNAI'i KELAS I I-IARGA BANG UNAN /SAT (Rtl) SATUAN 

JA LAN ~rimer Sekunde.r 

I 2 3 .•••••••.•. ·. 4 _i • 2> L~ 

I. HUN IAN ' 
' 

I a .. Rumah tinggal rwrmancn LokniiSetapak 7.000.00 3,500.00 M2 
fidak tingkat: Kolek tor 10.500.00 7,000.00 M2 

Artcri 14.000.00 10,500.00 M2 

/ J.~do.oo b. Tamhahan bangunan hertingkat Lokai/Setapak 7.000.00 M2 
tiap I '< satu) lantai: Kolek tor 10,500.00 7,000.00 M2 

~ ~ 

Artcri 14.000.00 10,500.00 M2 

2 a. Asrama I Kost Lokai/Sctapak 7.000.00 3,500.00 M2 
Tidak tingkat : Kolek tor 10.500.00 7,000.00 M2 

Artcri 14.000.00 10.500.00 · M2 

b. Tamb;llmn ba.i~unan bcrtin~kat l.okaiiSctapak 7.000.00 3.500.00 M2 
tiap I ( satu ) lantai: Kolek tor 10.500.00 7,000.00 M2 

Artcri 14.000.00 I 0.500.00 M2 
\ 

r a. Flat I Kondominium ! .okai iSt· tapak . . 
- Kolek tor 19.500.00 13.000.00 M2 

. t\rtrri 26.000.00 19.500.00 M2 

II. l l ~,\11 ,\ 

I a. ~anwr I Rukan tidak herr in ~~!.: at: l.(lkal "'.000.00 5.500.00 M2 
' Knick tor 16.500.00 11 .000.00 M2 

Arlt'ri 22.000.00 16.500.00 M2 

b. 'Tainhahan bangunan bertingkat Lokal 11 .000.00 5.500.00 M2 
tiap I ( satu ) lantai: Knick tor .16.500.00 11 .000.00 M2 

:\ rtni 22.000.00 16.500.00 . M2 

2 a. Tok1• I Ruko. Sluiw Room. dan l.okal 11.000.00 5,500.00 M2 
scicnisnya tidal.: b~· rtingkat K(llcktor 16.500.00 t.ooo.oo M2 

Arleri 22.000.00 •.1 6.500.00 M2 

h. ·1 amh;llmn bangunan bcrtingkat l.okal 11.000.00 5.500.00 M2 
tiar I { satu ) lantai: ' Kt•lcktor 16.500.00 11.000.00 M2 

Artcri 2 2. 000.00 16.500.00 M2 

.l a. Rc~wran. kali:. l{ urnah 1\lal\;ui dun J.okal 11.000.00 5.500.00 M2 
sc.il'nisnya tidak hcrt ingkat Knick tor 16.500.00 11 .000.00 M2 

Artcri 22.000.00 19.500.00 M2 

-I 



b. Tambahan bangunan bertingkat Loka, 11,000.00 . 5.500.00 M2 . 
tiap I ( satu ) lantai; Kolek tor 16,500.00 11,000.00 .M2 

Arteri 22.000.00 16,500.00 M2 . 
4 a. HoteL l .o"smen .. 1\•ng.inapan.\lan Loka: u.ooo.oo 5.500.00 M2 

·\ 
sejcnisnya tidak tl.:riingkill . Kolek tor 16.50<P.OO 11.000.00 M2 

Artcri 22.000.00 16,500.00 M2 
, !> 

' h. Tamhahan bangwian hcrtingkat 
< 

Loknl 11.000.00 5.500:00 M2 
-tiap I ( satu ) laruai; Kolek tor 16.500:00 11 ,000.00 M2 

I 

Artcri . 22.000.00 ' • 16.500.00 M2 

5 a. Sen icc. B,cttgkcltidak hertingkat _ l..okal . 12.000.00 6.000.00 M2 
Kolek tor 18.000.00 12,00().00 Mi 
Arteri 24.000.00 18.000.00 M2 

\ 

Lokal 
\ 

b. Tamhahan bangunan hertingk.at 12.000.00 6.00tJ.00 M2 
tiap I ( ~atu ) lantai; · Kolcktor ~ ~ 18.000.00 12,000.00 M2 

Artt~ri 24.000.00 18.000.00 M2 

6 a . . Jndus)ri I Los Kcrja. Gud:'tn)! dan Lokal 12.000.00 6.000.00 M2 
sejcnisnya tidak. hcrtingkat , Kolcktnr 11!.000.00 12,000.00 M2 

Artcri · 24.000.00 I&.Mo.oo M2 
I 

h. Tmnhnhan han)!llnait hcrtingknt l.okal . 12.000.00 6.000.00 M2 
tiap I ( satu ') l;lntai : Kolek tor 18.000.00 12.000.00 M2 

Artcri . 24.000.00 . 18,000.00 M2 

7' SPill i I .okal 12.000.00 6.000.00 M2 -,. 

· Kolcktor 18,000.00 12.000.00 M2 
t\rtcri . 24.000.00 18.000.00 M2 

' g a. Bang. Fasilitas l'crusahaan l.okal 7,000.00 3.500.00 M2 
/ 

Pcmcrintah!Nc!!ara ( BUMN I Kolek tor 10,500.00 7,000.00 M2 
BliMD Arteri -14.000.00 10.500.00 M2 

\ 
h. I amhahan han,p unan hcrtingkat Lokal ' 7.000.00 3.500.00 M2 -

ti.•r I 1 satu ) lnllliti; Knlcktor 10.500.00 I 7.000.00 M2 
,\rtcri ' • 14.000.00 ' 10.500.00 M2 

Jlt · SOSI .\L, BlOt\\',\, KEAGAMAAN ' 

I i'vlilil- l'cmcrintah . 
a. ['lang. fasili.tas kantor pendidikan Lokal . . M2 

r~·ribadatan. kc~cnia~t. kchudayann Kolek tor . . M2 
lo.cschatan. pari\\ is:itit. pcrdaga!~gan. Artcri . . M2 
pa·~ar . pcrtnhanan dan kcamanan. 

~l·rta hrsilitas S•)~ial scjcnisnya " 
tidak ncrtin~tlo.at : 

h. Tarnhahan h<ingunun hcrtingkat Lokal . . M2 
tiap I ( satu ) l:intai; Kolek tor . . M2 

t\rtcri . . ~12 



2" Milik Swasta 

a. I Sckolah tidak h\:rtingkat Lokal ,8.000.00. . 4.000.00 M2 
Kolek tor 12.000.00 8,000.00 M2 
Artcri ltt.OOO.OO 12,000.00 M2 

h.2 Tambahan hangunan bcrtingkat Lokal 8.000.00 4.000.00 M2 
tiar I ( satu ) laruai; Kolek tor 12.000.00 8.000.0(} M2 

Arteri 16.000.00 12,000.00 ' M2 

a. I Rum11h Sakittidak bertihgkat Lokal 8.000.00 4.000.00 M2 
Kolek tor 12.000.00 8.000.00 M2 
Artcri 16.000.60 12,000.00 M2 

h.2 T ~unbahan hilngunan bcrtingkat Lokal 8.000.00 4.000.00 M2 
tiap I { satu ) lantai; Kolcktor 12;000.00 8,000.00 M2 

' 
Arteri . 16',000.00 12.000;00 M2 

• \ 
a. I Bang. fasilitl)s kcsenian, kehudayaan s.opo.oo 

\ 
Lnkal 4,000.00 M2 . 

'"" 
-

perdagangan. v,a ~ar dan fasilitas Kolek tor 12,000.00 8,000.00 M2 
scjcnisnya tidak. hertingknt : Artcri 16.000.00 12.000.00 M2 

h.2. T:tmbahan liangunan bcrtingkat . Lokal 8.000.00 4.000.00 M2 
tiap I ( satu ) lantai; Kolek tor 12,000.00 8.000.00 M2 

Artcri 16,000.00 12.000.00 M2 
" 

IV NON llllNIAN 

a. Tower I Mcnara Lo)(al 50.000.00 
I 

25.000.00 M 
Kolek tor 75.000.00 50.000.00 M 
Arter I 1,00.000.00 75.000.00 M 

\ \ 
' h. ~olam Rcnang Lokal 11.000.00 5.500.00 M2 

Kolek tor 16.500.00 II.OO!l.OO M2 
Artcri 22.000.00 ' 16.500.00 M2 

i 
c. l':tran Mcrk ; Rcklamc Lokal 20.000.00 10.000.00 M2 . Kolek tor 30.000.00 20.000.00 M2 

Artcri 40,000.00 30.000,00 M2 
' 

d. I anl!ki I Silo dan s~jcltisn~ a Loknl 6.000.00 3.000.00 MJ 
Kt)fcktor ·' 9.000.00 6. ()(){): 00 M.l 
Artcri 12.(1(){1.00 9.000.00 MJ 

c. Pcmasangan Pipa Lokal 6.000,00 3.000.00 M 
Kolek tor 9.000.00 (l.OOO.OO M 
Artcri 12.000.00 9.000.00 M 

i 

,. PF:h:ERJAAN LAIN- LAIN : ' 

a. \lcngcrjukan pcmancangan Lokal 27 ,(){)(),00 13.500.00 Buah 
Kolek tor 40.500.00 27.000.00 1"\uah 
Artcri 54,000.00 40.500.00 Buah 

3 



. 
b. Pondasi strouss:pondasi bor · Lokal 5.000.00 2.500.00 Buah 

dcngan kcdalarnan 3 meter Kole~ tor .. 7.500.00 ~ .000.00 Buah 

• Artcri 10.000.00 . 7,500.00 Buah 

c. Mcngc~jakan cc:rnhong mcni1ra Lokal 5.600.00 2.800.00 M 
Knick tor 8,400.00 5.600.00 M 
Artcri 11,200.00 8.400.00 M 
L 

' - r d. Mci1gcrjakan pagar tcmbok pasang Lokal ' 1.740.00. 870.00 M 
Kolek tor 2.610.00 1.740:00 M 
.'\rtcri 3.480.00 2.610.00 M 

c. 1\ lcnge~jakan ta lut/ plcr!g ~cn~an Lokal 1.700.00 850.00 M 
(Saluran air tcrouka) Kolcktor 2.550.00 1.700.00 M 

Arteri . 3,400.00 2.550.00 M 

- \ 
f. Mclt[!~·~jakan sumur-suinur pcrcsap/ Lokal 11.000.00 5.500.00 Buah 

o;cptictank · Knlckh1r . ... 16.500.00 11.000.00 Buah 
Artcri 22.000.00 16,500.00 Ruah 

g. ~kngcrjakan tan J! ki (air. bcnsin. dan Lokal 4.200.00 2.100.00 ~H 

sqjcnisnya ). mcn;tra air Kolcktor 6.300.00 4.200.00 M3 
' 

Artcri . 8.400.00 \ 6,300.00 M3 

' 

h. \ li:ngc~jakan pcng.gantian kayu Lokal 1.500.00 750.00 M2 . 
Kolek tor 2.250.0() . ' 1.500.00 M2 
Artcri 3.000.00 2.250.00 M2 

I Mcngc~jakan pcnggantian hajn Lokal 1,800.00 900.00 M2 
Kolcktor 2.700.00 1.800.00 M2 • Artcri 3.600.00 2.700.00 M2 

j. \ ·tcngcrjakan : 

I. Jlngar Kayu l.okal 500.00 250.00 M 
Kolek tor 750.00 500.00 ~I 

Artcri 1.000.00 750.00 M 

2. Pagar Ocsi Lokal 1.200.00 600.00 M 
\ \ 

Kolek tor 1.800.00 1,200.00 M 
Artcri 2.400.00 1.800.00 M 

- . .. 
3. Pagar Kawat l.okal 700.00 350.00 M 

Kolek tor 1,050.00 750.00 M 
Artcri 1 . .400.00 1.050.00 M 

) 

4 . .lcmbatan Bctnn l.okal 3.600.00 1.800.00 M2 
Kolek tor 5.400.00 3.600.00 M2 
Artcri 7.200.00 5.400.00 M2 

5 . .lcmbatan Ka~ u Lokal 1.800.00 900.00 M2 
l.',,lcktor 2.700.00 1;800.00 M2 

J Artcri 3.600.00 2.700.00 M2 

4 
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6. I>uikcr I Gorong • gorong L.okal 2.200.00 1.100.00 M2 
Kolcktm· JJOO.OO 2.200.00 M2 
Artcri 4.400.00 3.300.00 M2 

7 . .lalan Aspal Lokal . 660.00 330.00 M2 
Kolcktor ' 1)~0.00 660.00 M2 
i\rtcri 1.320.00 990.00 M2 

II . .lalan Makadarn t.okal 500.00 250.00 M2 
Kokk tor 750.00 500.00 . M2 
Artcri 1.000.00 750.00 M2 ; 

9. l.antai Rahat 1 Jemuran Lokal 600.00 300.00 M2 
Kolcktot 900.00 600.00 M2 
Artcri I 1.200.00 900.00 M2 

HI. Urugan Tanah · Lokal 360.00 · ~so.oo . M2 ' 
Kolek tor 540;00 ' ;~ \ .16-o.oo M2 
Artcri ~ ~ - 720.00 r 540.00 MJ 

r 
.. 

' II Mcrohohl-an Bangunan l.okal 500:00 ··, 250.0() M2 , . 
Knkktor 750.00 500.00 M2 . A rtcri I ,000.00 750.00 M2 

.. 12 . Pcnimhunan Bahan Bangunan Lokal 240.00 120.00 M2 
Kolektor 

) 
360.00 240.00 M2 

Artcri 480.00 360.00 M2 

. t .1.'Pcmhongkan\n Lokal 500.00 250.00 M2 
Kolcl-tor 75o:on 500.00 M2 
Artcri 1.000.00 

. . 
750.00 . . M2 

1-t . Pcnghapusan ljin L.okal 1.500.00 750.00 M2 
Kolek tor 2.250.0() uoo:oo M2 . 
Artcri 3. 000.00 3.2~0.00 M2 

15. (ialian Tnnah l.okal 1.800.00 900.00 M2 
Kolektor. 2.700.00 1.800.00 M2 · 

Artcri 3.600.00 2,700.00 M2 

I 6. Pas liang . Lokal . 4.0(>0.00 2.000.00 Buah 
Kolcktor 6,000.00 ' 4.000.00 Buah 
Ar\cri 8,000.00 6,000.00 Auah 

VI Plat Noi110r ljin Mcndirikan Bangunan Lokal . I O.OOO.O<i 10,000.00 Buah 
( Pcncng) Kpiektor. . 10.000.00 10.000.00 Buah 

' Artcri I 0.000.00 
t--

10.000.00 Buah 

5 
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INDF.KS SEIJAGAI FAKTOR PENGALI 
HARGA SATUAN RETRIBUSI .JMB 

lndcks kegiatan 

lndcks kcgiatan meliputi k~giatan : 

a. Bangunan gcdung 

I) Pcmbangunan ;hangunan gcdung baru sebesar 1,00 l 

2) R~hahiHtasi I renovasi '\ 

<l) Rusaluedang. srhesar 0.45 

b) Rusak berat. schesar o;65 
\ 

3) Pelestarian I pcmugaran \ 
a) Pratama, sehesar 0,6S' "" 

h) Madya. seb..:sar 0,45 

c) Utama. sebcsar · 0.30 

b. Bangunan non gedung 

I) Pembangunan buru, sehcsar 1.,00 

2) Rehabi I i tasilrenovasi 

a) Rusak sedang, sebesar ·0,45 

b) Rusak berat. sebesar . 0,65 

I ndck s Parameter 

a Bangunan gl.·dung 

I) Bangunan gedung diatas permukaan tanah 

a) lndcks parameter fungsi banguran gedung ditetapkan untuk : 

(I) -Fungsi hun ian. sebesar 0.05 dan 0,50 

1. lndeks 0,05 untuk rumah tingga.l tunggal sederhana, meliputi 

·, rnm~l1 ;,,,; '""' hnh, rumah sedcrhami sehat, dan rumah de ret 

sederhana; dan 

11. lndeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal 

Sedcrhana' dan rumah deret Sederhana; 

(2) Fungsi kcagan1aan, schcsar 0,00 
/ 

(3) Fungsi Usaha. schcsar 3,00 

(4) Fungsi sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan I ,00 

1. lndeks 0.00 untuk. bangunan gedung kantor milik Negara, mcliputi 

bangunan gedung kantor lemb'<~ga eksekutiLlegeslatif,dan judikatif; 

ii , ' lni.lcks. 1.00 untuk hangunan gcdung rungsi sosial dan budaya sclain 

hangunan milik Negara: 

(. 



, · 

r. 

·I 

(5) · Fungsi khusus, sebesar2,00 

(6) Fungsi ganda/campui·an. sebesar 4,00 \ 
b) lndcks parameter klasifikasi bangunan gcdung dengan bobot masing-mnsing 

tcrhadap bobot scluruh parameter klasitikasi ditetapkan sebngai berikut : 

(I) Tingkat kompleksill:lS berdasarkai1 karakter · kompleksitas dan tingkat 

h:knologi dengan bohot 0.25 : 

I. Scdcrhana 0,40 

II. Tidak scderhana 0,70 .. 
Ill. Khusus 1,00 

\ .-(2) Tingkat permanensi dengan bobot 0,20 : 

I. -Darurat ~ ~ 0,40 

ii. · Semi permanent 0,70 

Ill. Pcrmanen 1,00 

(3) Tingkat resiko kebakaran dengan bobot 0,15 : 
r . 

i. Rendah 0,40 

. II. Sedang 0,70, 

Ill. Tinggi 1,00 

·· ( 4) li.ngkat zonasi gempa/zonasi geologi lingkunan dengan bobot 0,15 ·;. 

L Zona leluasa 

11. Zona kurang lcluasa 

iii. "L<>na tidak tdusa 

0,40 

0,50 

. 0,70 

iv. ·Zona tidak layaklkawasan Lumpur · I ,00 

(5) Lokasi berdasarkan k_epadatan bangunan gedung dengan bobot 0, I 0 : 

1. Rendah 

11. Scdang _ 

0,~0 

0,70 (5 lantai- 8 lailtai) 

iii. · Tingkat I ,00 (lebih dari 8 lantai) 

( 6) Kcti-nggian\bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat Bai1gunan 

gcdung ~cngan bobot 0.1 0 : 

1. Rendah 0.40 

ii . Scdang 0,70 · 

· iii. Tinggi I ,00 

{7) · Kcpemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05 : 

1. Negara. yaya~an 0,40 

11. .Perorangat'l 0, 70 

iii. Baclan usaha 1.00 
I 

. c) lndcks parameter waktu penggunaan bangunan gcdung ditctapkan untuk : 
, . . 

(I) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pcndek 
• ..,,,..1.,"': ......... , .. /:. / , ...... . :~ ....... "\ L . . l ..... - - ·- - · ·· " ~ 1- - · · 
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(2) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka Menengah 

maksimum 3 (tiga) tahun seperti ka~tor dan gudang proyek Diberi indeks 

scbesar 0; 70 

(3) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatap lebih dari 3 (tiga) tahun. 

Diberi indcks sebesar 1.00 

2) Bangunan gcdung di bawah permukaan tanah (hasement), di atas/bawah 

pennukaan air, prasarana. dan sarana umum. Untuk Bangunan gedung, atau 

hagian hangunan gedung ditetapkan indek Pengali tambahan sebesar I ,30 untuk 
I . 

· n1endapatkan indeks terintegrasi. 

b. Bangunan non gedung 

I ) : lndeks bangunan non gedung, penunjang bangunan gedung fungsi keagamaan, 

serta h,angunan gedung kantor milik.l'tegara ditetapkan sebesar 0,00. 

2) lndeks bangunan non gedung penunjang bangunan fungsi hunian (rumah 

tinggal. asrama. kost. flat' kondominium dll) ditetapkan sebesar 1,00. 

3) lndcks bangunan non gedung penunjang bangunan usaha (gudang/los ke~ja, 

kant<)r. tower/mcnara, tangki. siio dll) ditetapkan sebcsar 1 ,00. 

4) lndeks hangunan non gedung penunjang bangunan, gedung fungsi sosial budaya 

hukan milik negara (yayasan, badan usaha. perorangan) ditetapkan sebesar 0,70. 

5) Untuk """' " 'r·:~:s= ;·:·::· .. : : · : : :~:· bangunan gedung yang tidak dapat dihiturig dcngan 
. . 

· satuari. dapat ditetapkan dcngan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran 

Biaya scbesar I, 75 .%: 

.I 

,. 

., 



FUNGSI 
Parameter 

1 
1. Hunian 
2. Keagamaan 

'IIIC--

TABEL PENETAPAN iNDEKS TERINTEGRASI 
PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSIIMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG 

KLASIFIKASI WAKTU PENGGUNAAN 
lndeks Parameter Bobot -·. -Parameter Jndeks Parameter 

2 3 4 5- -... -.. 6 7 
0.05/0.5 *) 1. Kompleksitas 0,25 a. Sederhana 0,40 1. Sementara jangka pendek 
0.00 b. Tidak sederhana 0.70 2 . Semen tara jangka menengah 

3 . . Usaha 3,00 C. Khusus 1,00 3. Tetap 
4. Sosial dan budaya 0.00 /1 ,00**) 2. Permanensi 0,20 . a. Darurat 0.40 -.. 
5 Khusus 2,00 - b. Semi permanen 0,70 
6. Ganda/Campuran 4,00 c . Permanen 1.00 

- 3. Resiko kebakaran 0.15 a. Rendah 0,40 
. b . Sedang . 0,70 -

c. Tinggi .. 1,00 
4· ·Zonasi gempa I zonasi 0,15 a. Zona leluasa 0,40 . 

geologi lingkungan 
b. Zona Jwrang leluasa . 0,50 
c. Zona tidak leluasa 0,70 -
d. Zona tidak layaklkawasan lumpur 1,00 

5. Lokasi 0,10 a. Renggang 0,40 -. (kepadatan qangunan b . Sedang r/,70 ' 
gedung c. Pad at 1.00 

6. Ketinggian bangunan 0,10 a. Rendah 0,40 
gedung b. Sedang 0,70 

C. Tinggi 1,00 
7. Kepemilikan 0,05 I a. Negara/Y ayasan 0,40 

b. Perorangan 0,70 
c. Badan usaha swasta 1,00 

~-· 

CATATAN : 1. ") lndeks 0.05 untuk rumah tinggal: meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat. dan rumah deret sederhana 
"") lndeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor Milik Negara. kecuali bangunan gedung melik Negara untuk pelayanan jasa umum. dan.jasa usaha 2. 

3. Bangunan gedung. atau bagian gedung di bawah permukaan tanah (ba~ment). di ataslbawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 

9 .. 

' 

lndeks 
8 

0,40 
0,70 
1.00 

.. 

.; 

··- .· -1 ··- : k ' . ·.;· ~· .... 
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JNIAN 
~gal 

~AGAMAAN 

;f\'HA 

0.50 (I) 
Fungsi 
hui1ian 

0.00 (2) 
Fungsi 
keagamaan 

0,50 (3) 
Fungsi 
hun ian 

CONTOH PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI 
PERHITlJN<1AN BESARNY A RETRIBUSIIMB _J 

l.'NTUK BANGUNAN 
(Angka-angka dalam kurung s~suai dengan Tabd Penetapan lndeks-Lampiran 3) 

0.25 :\ 0.40 = 0.10 
0.20 X 1.00 = 0.20 
0.1 5 X 0. 70 = 0. I 05 
0,15 :\ 0,40 = 0,06 
O.IOx 0.70 = 0.07 
0,10 X 0.40 = 0.04 
0.05 X 0,07 = 0.035 

0.610' 

( l .a) Kompleksitas : Sederhana. 
(:! .c) Permanensi : Permanen 
(; .b) Resiko kebakaran : sedang 
(4 .c) Zona gempa; Zona 111/sedang 
(5.b) Lokasi : sedang 

. (6.a) Ketinggian bangunan: rendah 
(7.b) + Kepemilikan: perorangan 

0.25 x 0. 70 = 0,175 (I b) Kompleksitas : tidakSederhan·a. 
(>,20 x 1.00 = 0,10 (::.c) Permanensi: Permanen 
0,15 x 0.40 = 0,06 (3.a) Resiko kebakaran : rendah 
0,15 x 0,50 = 0,075 ( 4.d) Zona gempa '; Zona IV /sedang 
0.10 x 0;10 = 0, 10 (5 .c) Lokasi : padat · 
0,10 x 0,4u = O,G4 . ,6.a) Ketinggian baugunan : rendah 
0.05 x 0,40 = 0.02 (7.a) + Kepemilikan: yayasan 

0,670 

0,25 x I ,00 = 0,25 (I.e) Kompleksitas : khusus. 
0.20 x .I ,00 = 0,20 t2.c) Permanensi : Perman en 
0,15 x I ,00 = 0,15 (3.c) · Resiko kebakaran : tinggi 
0, 15 x 0,40 =~·o;o6 __. (~.c) Zona gempa ; Zona 111/sedang 
0,10x 1,00=0,10 (5 .c) Lokasi : padat 
0,10 x 0,70 = 0,07 (6.b) Ketinggian bangunan: sedang 

·, 

1,00 (3) Waktu PengguLlaan : -+ .lndeks Terintegrasi : 
Tetap 0.50 x 0.610 x 1.00 = 

0.305 

1.00 (3) Waktu Penggunaan:-+ lndeks Terintegrasi: 
· Tetap o.oo x 0,670 x 1.00 = 

0,00 

, 

1,00 (3) Waktu Penggunaan : -+ lndeks Terintegrasi: 
Tetap 3.00 x 0,88 x 1,00 = 

1,64 

0.05 x 1,00 = 0.05 (7.c) + Kepemilikan: badan usaha swasta / 
0.88 

10. 
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" 

)SIAL DAN 

ecamatan 

SLTA) 

kit 

'-

0,00 (4) 
Fungsi 
Sosial dan . 
budaya 

1.00(5) 
Fungsi 
Sosial dan 
budaya 

1,00(4) 
Fungsi 
Sosial dan 
budaya 

'· 

/ 

0.25 X 0,70 = o.-1 75-~·. ". '.( l .b) Komplcksitas : tidakScderhana. 
0.~0 x 1.00 = 0,20 (2.c) Permanensi : Permanen 

1.00 (3) Waktu Penggunaan : -l,nd~~!! ,Terintegrasi : _.,1:-_~:; 1 . 
Tetap · '· . 0,00 x 0.685 x I ,00 = 

0.15 x 0.70 = 0.105 (3.b) Resiko kebakaran : sedang . 0,00 
0.15 x 0. 70 = 0.105 (~ .c ) Zona g.cmpa : Zona V /kuat 
0,10 x 0.40 = 0.04 t5.a) Lokasi: sedang 
0.10 x 0,40 = 0.04 (6.a) · Ketinggian bangunan: rendah 
0,05 x 0,40 = 0.02 . (7.a) + Kepemilikan : Negara 

0.685 

0,:!5 x 0,70 = 0.175 ( l .b) Komplcksit<1s : tidakSederhana. I ,00 (3) Waktu Penggunaaa : - lndeks Terintegrasi : 
0.~0 x 1,00 = 0.20 · (2 .c) Permal)ensi : Permanen Tetap ' 1,00 x 0,54 x 1.00 = 
0.15 x 0,40 = 0.06 . (3.a) . Resiko keba'karan : rendah 0.54 
0.15 x 0.50 = 0.075 (4 .d) Zona gcmpa : Zona IV/sedang 
0,10x0,70=0.07 (5.b) Loka~i: sedang 
0.10 x 0,04 = 0,04 (6.a) Ketinggian bangunan : rendah 
0.05 x 0.02 = 0.02 (7.a) + Kepemilikan : Negara 

~.54 

0,25 x I ,00 = 0.25 (I.e) Kompleksitas : khusus. 
02 0 x I ,00 = 0,20 (2.c) Permanensi : Permanen 
0.15 x 0,70 = 0,105- (3.b) Resiko kebakaran: sedang 
0, 15 x 0, 70 = 0.105 ( 4.b) Zona gempa ; Zona V /kuat 
0, 10x0,70=0,07 (5 .b) Lokasi: sedang 
0.10 x 0,70 = 0,07 . (6.b) ~ketinggian bangunan: rendah 
0,05 x 0.40 =0.05 · (7.c) + Kepemiiltan: Yayasan 

0.82 

11. 

, 
-I ,00 (3) Waktu Penggunaan:- lndeks Terintegrasi: . 

Tetap I ,00 x 0,85 JS I ,00 = 0,82 
(lihat contoh lampiran.8) 

··/;/ 

r 

.) 



IUSLS 
~dung 

•ak pdumas 

.MPURAN 
artemen­
ping 
rt hal! 

1.00 (-l) 
Fungsi 
Sos ial dan 
budaya 

2.00 (5) 

Fungsi 
Khusus 

•tOO (6) 

Fungsi 
ganda 

0.25 x 0.-lO "" 0.10 ( J.a) Komplcksitas· : Sedcrhana. 
0.20 x 1.00 = 0.20 ( .:! . ~.7) Pcrmancns i : Pcrniancn 
0,15 x 0.40 = 0.06 ( 3 .a) Rcsif,:,l kcbakarau : rcndah 
0.15 x 0,40 = 0.06 ( 4.~) Zona gempa :Zona 111 /scdang 
O.JOx 1,00 = 0.10 (5.~.7) l.nkasi : padat 
0.10' x 0.40 = OJ>4 · (6.a) Kctinggian bangunan : rcndah 
0.05 x 0,40 = 0,0:2 ( 7.a) ..-. Kc(>cmi1ikan : Ncgara 

0.58 

0,25 X 1,00 =·0.25 ( 1.~) 
0,20 x 1.00 = 0.:20 (:!.c) 
0,15 x 1,00=0.15 (3.c) 
0,!5x~,20=0.03 "(4 .b) 
0,15 x 0.40 = 0.06 ( 5.a) 
0,10 x0,40 = 0.04 (6.a) 

J\.umpld,sitas ·: J..hu~us . 

Pcnnanensi : Permanen 
Rcsiku kcbakaran : tinggi 
Zona gcmpa : Zona 11/minor 
U>kasi: renggang 
Ketinggian bangunan : rendah 

1.00 ( 3) Waktu Pcnggunaan : -:. lndeks Terimcgrasi : 
Tetap , 1.00 x 0.58 x 1.00 = 

0.58 

'· 

1.00 (3) Waktu Pt:nggunaan : - lndc:ks Tcrintc:grasi : 
Tetap 2.00 x 0. 78 x 1.00 =' 

1,56 

· 0,05 x 1.00 = 0.05 (7.c) ..,. Kepcmilikan: ~adan usaha swasta 
0.78 

0,25 x 1,00 = 0.25 (I.e) 
0,20 x 1,00 = 0.20 (1.c) 
o, 15 x 1.oo = o. 15 n .d . 
.0, 15 x 0.40 = 0.06 (4.c) 
0,10xl.00=0.10 (5.c) 
0,10 x 1,00= 0,1~ (6.c) 
0,05 x 1,00 = 0.05 (7.c) 

0.91 

Kompleksitas : khusus. 
Pennanensi : Pennanen 
Resiko kebakarar: .: tinggi 
Zona gempa: Zona 111/~.:dang 
Lokasi : padat 
Ketinggian bangunan : tinggi 

+ KeJXmilikan : swasta 

1.00 (3) Waktu Penggunaan: 4 lndeks Terintegra5i: 
Tetarl 0.00 x 0,685 x 1,00 =· . 

. , 0.00 . 

· Penetapan-indeks terintegrasi untuk beberapa unit bangunan gedung dengan perbedaan ut..mlah Jantailketinggian dalam I kavling/ persil dihitung untuk masing-masing' unit bangunan gedung. 
Jumlah lantai I unit bangunan gedung yang mempunyai bagian-bagian (wing) dengan perbedaan jumlah ·lantai/ketinggian. penetapan indeks terintegrasi mengikuti jumlah lantai tertinggi. 

·-
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CONTOH PERHITllNliAN RETRil3USI 1MB : 

I . Data Bangunan : 
Rumah Tinggal tidak bcrtingkat. milik peorangan. terletak ditepi jalan lokal sekunder 
J .uas I 00 m2 
P. tcmh~)k · · 24 m~ 

P. bcsi 12 m2 
Sal. 1\ ir . 21 m2 . ' . 

.II. Rahat 15 _m2 
Urug.tanah 200m2 
Sumur/scpt 2 buah 

.. 
a. pcrl,lil lti:}gt1n in4.kks tcrintcgrasi ( It r ' 

. , ~, r:· ·. . . . .-/ , 
. . . ' . . " ' \ r-:--:--- . ~---r---- -:;"';-· - - ------

No. JENIS INDEKS ·'· . . 
-I' 

.\ .. 
ian . I. · Fimgsi Gedung Hun 

2 . . · Waktu penggunaan .tetap 
3. a. Scdcrhana (I a) 

·_· .• < · · h. Pcrmanen ( 2c) · 

.. 
.. 

.. 

· c. Rcsiko Kchakaran sL·dang (3h) 

. -· 

d. / .onasi geologi li1 tgk. lduasa (4a) 
e. l.okasi kepaJatan sedang (5b) 
f. l(ctinggian hangu nan rendah (6a) 
g. Kcpemilikan perc )rangan (7b) 

) 

lndcks terintregasi == 0.5 x ).00-x 0.62 ::0.31 . 

•, 
' 

" ' ' . __ ,_ 

.,, 
~ 

0,25 X 0.4 = .o, I 
0,20 X 1.0 =0,2 
0,15 X 0.7 = 0,11 
0,)5 X 0,4 = 0,-06 
0,10 X 0, 7 = 0;07 
0,10 X 0,4 = 0~04 

0,05 X 0, 7 = 0,04 
,. L = 0.62 
- • 

I ndcks Kcgiatan rlangunan ,:.o 1.00 ( Bang. Baru ) 
lndcks bang: Non gedung 1.00 ( pcnunjang hun ian·) 

h. Pcrhitungan retrihttsi 1MB 

' 

. 
. 

I . a. Bangunan G_cdung = I OOxOJ I xl ,00 xRp.3 .500,- ; 
h. f3angunan Non. Gcdung 

- Pagar Tcinhok -- 24x1,00xi ,O·o x Rp. 870,-
- Pagar Bcsi 12x I ,O.Ox 1.00 x Rp. 600.-
- Saluran Air = 21 x l,OOx 1.00 x Rp: 85(},-
- .!alan Rabat = . 15xl ,OOxi.OO x Rp. 870,-
- U rugan T anah = 200x I ,OOx 1.00xRp. 180,.. 

:J. 

. . 

' 

\ 

= 

~ 

- · 
= 
= 
= 

- Sumur resnpan/scpt -- 2 hhx I ,OOx I',OOxRp.5.5'00,- = 

Jumlah = 

2. Rctrihusi administrasi 1MB = 
3. Rctrihusi penycdiaan formulir ~ 

4. Bia)(<i p~neng ( I buah) . -

Total Retribusi 1MB = 

.\ 
\ 

~NDEKS 

o.s· 
.. 1,00 

" 

0 ,62 . 

Rp. I 08.500,-

Rp. 20.880,-
Rp. 7.200.-
Rp. 17.850.-
Rp. 4.500,-
Rp. 36.000.-: 
Rp. . 11 .000.-

Rp. 205.930,-

Rp. l 0.000,-
Rp. 5.000,-
Rp . 5.000,-

Rp. 225.930,-

' 
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CONTOHPERHITUNGAN RETRIBUSI iMB: 
. c 

2. Data Ba1tgunan : . · . 
L.ns KL·r:i<t l;1dustri Cat dan Tihnl.!r milik Badan Usaha Swa·sta, terletak ditepi jalan · 

Arteri Pdmer 
·l.uas 
P. tembnk: 
P. lx·si :,; . ,• 

Sal. Air 11• 

: \ 1000 m2 
100m2 

. . )0 rill 
150m2 
500m2 
2000 m2 
4 buah 

.II. Rabat · 
·llnig.tanah 
Sumur/sepl 
Pondasi Straus : 20 buah 

a. pcrhitung<m indeks tcrintcgrasi ( It) 

. -

' ' ' 

, No. - JENJS IN DEKS · .• .. - INDEKS ·, -------,---
' · ... I . . 

•; '. ~ Fungsi Gedung Us< tha 3,00 , 

.. r 

2. 
3. 

' ,. ' , 

.. Waktu penggunaan 
a. Khusus 1 lc) 
b. Pcrmancn (2c) 
C; Rcsiko Kcbakara 

tetap 
-

n tinggi (3c) 
d. Zona geologi lin gk.leluasa( 4a) 
e. Lokasi kcpadatm 1 scdang (5.b) 

' 

f. Ketinggian bangu 
. g.:Kepemillkan per 

nan rendah (6a) · 
orangan (7c) 

' ' 

' 

/ ' 
1,00 

\ . 
· 0,25 X 1 ,00 = 0,25 . 
0,2Q X 1.00 f 0,20 

. 0.15 x I ,00 = 0,15 
0.15 X 0,4 . ::::0,06 
0,10 X 0~7 ='0 07 

~ ' 
0,10 X 0,4 

\'" · .. 
,=0,04 

'. 0,0'5 X 1 ,00 ='= 0,05 -

r =0,82 ·- 0,87 
( 

' -·- - -- • ! • • ~--- ·--- - ---....:......- .-
- . lndcks tcrintrcgasi "" 3.00x_ 1.00 x 0.82 =2,46 

lndcks Bangunan :"' ·1.00 ( Bang. Baru) 
Indcks bang. non gcdung = I ,00 (penunjahg usaha) 

b. Perhitungan rctribusi 1MB 
I. a. Bangunan < k·dung . = I 000x2.46 x I.OOxRp. 24.000.- = 

I 
Rp. 59.040.0()0,-

b. Bangunan No~i -0~l.lllllg 

, Pngar Tcmhok = 100 x I.OOx I ,OOxRp. 3:480,- = Rp. 348.000,-
- Pagar Lksi = 50 x I.OOx I,OOxRp. 2.400,-,- = Rp. 120.000,-
- Saluran 'Air = 150; x I.OQx 1 ,OOxRp. 3.400,- = Rp. 510.000,-

. - Jalun Rahat • = 500 . x I.OOx ~ ,OOxRp. 1 .200,- = Rp. 600.000,-
- UruganTanah = 2000x·J.oOx1,00xRp. 720,- = Rp. 1.440.000,-
- Sumur resapan/scpt = 4 bh x I.OOx 1 ,OOxRp. 22.000,- = Rp. 88.000,- . 
- Pondasi straus = 20bhx I.OOx 1 ,OOxRp. 10.000,- = · Rp. 200.000.~ 

2. Retribusi administrasi 1MB 
3. Retribusi penyt•diaan formulir 
4. Biaya pcneng ( I buah ) 

J u n1 I a h = Rp. 62.346.000,-

.. . 

Total Retribusi IM13 

= Rp. 
= Rp. · 

. - . Rp. 

10.000,-
5.000,-
5.000,-

- Rp. 62.266.000,-

. 

i 

., 0 

\' 

\ 
.' ~ . 

. 
'. 

0 

.. 

.. 

\ 



'!ABEL GARIS SEMPADAN PACAR (GSP) DAN GARIS SE:'\1PADAN T£RITIS (GST) 

DALAM METF.R (m) 

FUNGSI JALAN ARTERI JALAN KOLEKTOR JALA N I.OKAL ~ 

BANG UNAN PRIMER SEKUNDER PRIMER SEKUNDER PRIM ER SEK UNDER 

GSP GST QSP GST - GSP GST GSP GST GSP GST (iSP (iST 

\JIAN: 

Rumah 15 20 .15 20 lO 15 10 15 6 10 4 8 
• 

Asrama I Tempat Kost I Rumah Susun 15 20 15 20 ~0 .15 . 10 15 6 10 4 10 
Flat I Kondominium 15 30 15 .25 -10 20 10 20 - - - -
1.11:\ : ' . 
Perkantoran. Pertokoan. Rcstoran. Perhotelan. ·15 25 15 ! 25 10 . 20 10 20 6 . 16 4 . 10 

/ 

Sh(Yw Room. Bioskop. Apotik. 

S.:rv ice. B.:ngkd. 15 . 30 15 30 10 :w 10 20 6 . 16 ' 4 10 

lndustri. Gudang 15 40 15 40 10 30 10 30 6 25 4 25 
I SPRU 15 . 30 15 30 10 20 . 10 20 6 16 4 10 

J l\1 : 

5ekolah. Poliklinik. Rumah Bersalin 15 .,-_) 15 25 10 20 10 20 6 16 4 10 

{umah 1badah 15 ·r _) 15 25 10 20 10 20 6 16 4 10 

~omah Sakit 15 30 15 . 30 10 20 10 20 6 16 4 10 ~ 

-fall. Gallery, Gedung Pamerao .dan sejenisnya 15 30 15 30 10 20 10 .20 6 16 4 10 
l HUNIAN: -
rower I Menara 15 15 + 1/3 T 15 15 + 1/3 T 10 IO + I/3 T 10 10 + I/3.T 6 6 + 1/3 T 4 4 + 1/3 T 

(olam Renang I Terminal 15 25 15 25 10 20 10 20 6 16 4 10 

lapan Merk I Reklame I Halte Bus/MPU 15 > 15 15 > 15 10 >10 10 >10 6 >6 ' 4 >4 

GUNAN KHUSUS 15 * 15 * 10 * ' 10 * 6 *· 4 * 

JALA_N ·-·. 

SEJAP~I\ 
GS P _QST 

) - . __ ) ·5 
2.5 - 5 
- -

) -__ ) 10 

, -. __ ) 10 , -__ ) 20 

- -

2.5 8 , -__ ) . 8 

- -
- -

., -__ ) 
~-5 + 1/3 T 

2.5 8 
) -_,) >2,5 

2.5 * 

. . ..-,··'-
iSP & GST diukur dari as jalan; 
alan kawasan khusus dan lingkungan daerah sempadan tertutup diatur lebih lanjut oleh Bupati; _/ 

lntuk sempadan teritis (GST) to\ver dihitung berdasarkan panjang GSP ditambah 113 dari ketinggian tower; 
intuk garis sempadan teritis (GST) bangunan h:husus ditetapkan tersendiri oleh .Bupati dengim pertimbangan-pertimbangan dari para ahli yang membidangi . 

\..· , · .-
' _,. 

' 15 
·\. 
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Fungsi Keg. SSWP IV : 

Sebagai kaw. konservasi 
perlanian leknis. induslri 
non-kawasan. dan diluntang 
dengan Keg. Permukiman 
kcpadatan rendah 

KAB.GRESIK 

I 
~< t 

. ' · if: 

'·,~, , 

f~g~j_~~g-'-.§_§.WP I : 

Sebagai kaw . perumahan & . 
permilkiman. lndustri & 
Perdagangan skala lokal, 
Regional dan lnternasional. 
Keg . penunjar.g: 
pariwisala&pendidikan --r ---

1 

. 
~-....... m 

i ~·~ 
:l 

.,_ 

KAB. MOJOKERTO ~ 

I ! 
:; 

~ 

;I 
;; l 

I 
~ .. 
I 
s • 
=< j 

I I 
:ll • 
-: ! . , 
• I !I 
~ i ;; I 

l 

·~ 

" t 

r ·-·- ··----· 
F_ungsr Keg SSWP II 

Sebagar pusal pemerintahan . 
Perdagangan & Jasa 
Keg . penunjang permukiman 
kepadatan rendah . 

.- :. .. -

, · 

)' 
~ 

·. ! .. : 

! f ungsi Keg . SSWP Ill 

I 
Seba~ar kaw ·:.onservllsr 
geologi. kaw industri . dan 

, per.tanran Keg penunjang 
· ;>erd<u~angan ;;kala regional 1 • 1. . 
I - j .. - ;.., -:.,.. ..... ~;...:.;;~--..__:_- . 

•· 

f 
,: 

~ 
,_ KOTA SURABAYA 

"' 
::: ... 9 > _:, . . . "' )1 "' ;;; ~ 

... 
~ cr 

"' ~ 
... 

!i 1ij>- IY 
::. . . 

• + ,_z; • li:· "' - "' ... ..,,_ 
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KAB. PASURUAN 

· ~ 
~ 
> 
~ ... 
ffi 
0 

~ . .. 

SELA T MADURA 

(rflt) P&4ERINTAH KAI 
Y§2/ SIOO~ 

RENCANA. TATA RUANG V. 
(RTRW) 

KABUPATEN SIOO. 

Peta 

REHCAHA 
SIS'Tat PERWilAYAWI 
KASUPATEN SID()AfU 

ICEn:RAHGAN GNooi8Nt 

00 ~ Kalqlalen 

. (I] Ka->torK~ 

E3 Batas Kabupaten 

E3 88las Kec:arT-. 

CJ Sc.>gai 

E3 Jalan Arteri PrW.-

8 Jalan Atteri Selwnder 

E3 Jalan Kolel<1or ~ 

E3 Jalan lol<al F'l1ne-

D Jalan U*ol 

1§1 Ja1an Tal 

El ReiKareta~ 

. E3 • R.encana .!alan 

8 Rancana Jalan T ol 

A : Rancana Ja1an KA 

lii1 Pt!S>IIsSWP 

D SSWPI 

m:l SSWPII 

·o SSWPIII 

Cl S$WPrv 

CJ SSWPV 

J~, l. 
I I . 
~ 

HASt. R£K,ANA 

j u 

,1-t j tZ> uo 
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